
89 

 

BAB VI 

SARAN 

 

Saran yang dapat disampaikan setelah menyelesaikan 

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanankan di PT. 

Pharos Indonesia pada tanggal 1 Agustus - 31 Agustus 2018, adalah 

sebagai berikut: 

1. Implementasi CPOB yang telah dilaksanakan oleh PT Pharos 

Indonesia hendaknya tetap dipertahankan dan selalu up to 

date dengan informasi baru untuk masa yang akan datang 

sehingga produk obat yang dihasilkan dapat terjamin kualitas, 

khasiat dan keamanannya secara konsisten.  

2. Kerjasama antara PT. Pharos Indonesia dengan Fakultas 

Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 

diharapkan dapat selalu berjalan dengan baik sehingga 

mahasiswa calon apoteker mendapatkan kesempatan untuk 

memperoleh pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab 

apoteker di dunia kerja, serta penerapan CPOB dalam industri 

farmasi.  
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